@)

~\v/~

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM
KEBIJAKAN MERCHANT DISCOUNT RATE
(MDR) QRIS PADA TRANSAKSI JUAL BELI

UMKM DI KABUPATEN PEKALONGAN

ARINI NUR FEBRIANI

NIM. 10222028

2026



@

V7 —4
PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM
KEBIJAKAN MERCHANT DISCOUNT RATE
(MDR) QRIS PADA TRANSAKSI JUAL BELI

UMKM DI KABUPATEN PEKALONGAN

ARINI NUR FEBRIANI

NIM. 10222028

2026



PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEBIJAKAN
MERCHANT DISCOUNT RATE (MDR) QRIS PADA
TRANSAKSI JUAL BELI UMKM DI KABUPATEN

PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

NN

Oleh :
ARINI NUR FEBRIANI
NIM. 10222028

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026



PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEBIJAKAN
MERCHANT DISCOUNT RATE (MDR) QRIS PADA
TRANSAKSI JUAL BELI UMKM DI KABUPATEN

PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

=\ —4

ARINI NUR FEBRIANI
NIM. 10222028

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKIIPSE

i i an d'“il“’;l" 1.
! '"ll"(ll“l""!t”
Yang be

“Anni Nur Febriam

Nama
NIM 10222028
pakultas : Syariah

program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamialah)
Judul Skripsi  : Pencrapan Pronsip Syaviah Dalam Jual Bel) Kebijakan Merchant
Discount Rate (MDR) QRIS Pada Transakai Jual Beli UMKM Di
Kabupaten Pekalongan
Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk
kutipan yang telah penulis schutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil
duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut
gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan scbenar-benarnya,
Pekalongan, 17 Juni 2026

Yang menyatakan

. : (h“w)

»)l ﬁ{‘
o =) [y &
W= TUMPE
B8CIAOX080267817

‘ Arini Nur Febriani
NIM: 10222028

—_ SER LS. A

i



NOTA PEMBIMBING

Tarmdzy, MAS.L

Near Lankan R Oo RW 0 Kecan '
BLoE = Aecamatan 1) ,
W Doto Kabupaten Iehalongan

Lamp - (dua) eksemplar
Hal - Naskah Skopstan Anni Nur Febriani

Kepada Yth.

Dehan Fakultas 5.\'3“"1111\ ‘UlN N L Abdurcabman Wahid Pekalonpan
¢.q Ketud Program Studi Hukum FRkonomi Syariah b
di-

Assalamualaikum Wr. Wb,

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka
bersama ini saya Kirimkan naskan skripsi saudara: '

Nama - Arint Nur Febriani
NIM : 10222028

judul Skripsi : Pencrapan Prinsip Syarviah Dalam Jual Beli (Studs
Kebijakan AMerchant Discount Rate QRIS pada UMKM)

Dengan ini mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat  untuk  digunakan
sebagaimana mestinya. Atas perthatiannya,  saya smnpuil\:u{ (erima
kasth.

Wassalamualaikum Wr. Wbh.
Pekalongan, 17 Juni 2026

Pembimbing

Tarmjdzi, M.S.1,
NIP. 19780222202321 1006




Klv',\_ll{'.\ TERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

R .
JI. Pahlawan Km. S Rowolaku, Pekalongan

-a’ F lelp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
' W

chsite : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya @ uingusdur.ac id
R

PENGESAHAN
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman
wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

\ama : Arini Nur Febriani

NIM : 10222028

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judzll : Penerapan Prinsip Syariah Dalam Kebijakan

Merchant Discount Rate (MDR) QRIS Pada

Transaksi Jual Beli UMKM Di Kabupaten

Pekalongan
Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2026 dan dinyatakan
LLULUS. serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
E@han ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.).

imbing

Tarm{dzi. M.S.1.
NIP. 197802222023211006

Dewan Penguji

e Penguji 11
Dr. Siti Qomd¥iyah, M.A. Dr. Asep Surava Maulana, MALL
NIP. 19670708199203201 1 NIP. 198609122025211002




PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad
yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan
huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian
dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda
sekaligus.
Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:
Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
Ba B Be
<
R Ta T Te
<
& Sa S es (dengan titik di atas)
Jim J Je
a
Ha h ha (dengan titik di bawah)
C
. Kha Kh ka dan ha
C
5 Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
Ra R er
J
. Zai Z zet
J
Sin S es
J*




F Syin Sy es dan ye
e Sad $ es (dengan titik di bawah)
2 Dad d de (dengan titik di bawah)
5 Ta t te (dengan titik di bawah)
5 Za z zet (dengan titik di bawah)
¢ “ain ) koma terbalik (di atas)
.t Gain G ge

) Fa F ef

3 Qaf Q ki

5| Kaf K ka

J Lam L el

- Mim M em

R Nun N en

P Wau W we

2 Ha H ha

. Hamzah ¢ apostrof

s Ya Y ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau
monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
- Fathah A a
. Kasrah I i
> Dammah U u

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:
Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
' d Fathah dan ya Ai adanu
. ; Fathah dan wau Au adanu
Contoh:
- X kataba
- Jw fa'ala
- J suila
-GS kaifa
- Jj" haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab Nama Huruf Nama
Latin
. 6 ] Fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas
& Kasrah dan ya I 1 dan garis di atas
. ; Dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
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- Jé qala
- rama
- & qila

- J#5  yaqilu

D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammabh,
transliterasinya adalah “t”.
2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah
“h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’
marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.
Contoh:

- JLo.laY\ i3 raudah al-atfal/raudahtul atfal
- ;)}d\ .3 al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah

- b talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang
sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- J} nazzala

- % albir

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu J), namun
dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung
mengikuti kata sandang itu.
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2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.
Contoh:

- ) arrajulu
- (LLJ\ al-qalamu

- :,M:J\ asy-syamsu
- My alsjalalu

G. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di
awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

2 )

- 436 ta’khuzu
”® u *9

- Ix>  syai'un

-t an-nau’u

-0 inna

H. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-
kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan
kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- O s 340 u\ 3 Wa innallaha lahuwa khair ar-razigin/
Wa innallaha lahuwa khairurrazigin

- Bl 5 BEE A e Bismillahi majreha wa mursaha

I. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi
ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku
dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama
diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka
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yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf
awal kata sandangnya.

Contoh:

- L;\-«M\ C)) 5& e Alhamdu lillahi rabbi al-'alamin/
Alhamdu lillahi rabbil “alamin

- V&)‘ u»’}“ Ar-rahmanir rahTm/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata
lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak
dipergunakan.

Contoh:

PR

- a3 Y Allaahu gaftirun rahTm

- s YA Lillahi al-amru jam1 an/Lillahil-amru jam1 an

Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini
merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian
pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
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ABSTRAK

Arini Nur Febriani (10222028), 2026, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Kebijakan
Merchant Discount Rate (MDR) QRIS Pada Transaksi Jual Beli UMKM Di
Kabupaten Pekalongan

Dosen Pembimbing: Tarmidzi, M.S.I.

Perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia ditandai dengan hadirnya
Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia
untuk mendorong efisiensi transaksi, termasuk bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM). Penggunaan QRIS tidak terlepas dari kebijakan Merchant Discount
Rate (MDR), yaitu biaya layanan yang dibebankan kepada merchant atas setiap transaksi.
Dalam praktiknya, sebagian pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan justru
membebankan biaya MDR kepada konsumen, bertentangan dengan Pasal 52 Peraturan
Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021, sementara penetapan tarif MDR yang bersifat
sepihak oleh Bank Indonesia berpotensi menimbulkan persoalan kesesuaian dengan
prinsip-prinsip syariah, khususnya asas keadilan (al-’adalah), kerelaan (al-ridha), dan
transparansi (al-shaffafiyyah). Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian kebijakan
MDR QRIS pada UMKM di Kabupaten Pekalongan dengan prinsip-prinsip syariah
tersebut, sekaligus mendeskripsikan tantangan dan hambatan yang dihadapi pelaku
UMKM dalam penerapannya.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif.
Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dan observasi terhadap
sepuluh informan pelaku UMKM pengguna QRIS di Kabupaten Pekalongan yang dipilih
dengan teknik purposive sampling, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan
Bank Indonesia, fatwa DSN-MUI, literatur hukum ekonomi syariah, dan penelitian
terdahulu. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, meliputi
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan tolok
ukur tiga asas muamalah menurut M. Umer Chapra, yaitu asas keadilan (al- 'adalah), asas
kerelaan (al-ridha), dan asas transparansi (al-shaffafiyyah).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual kebijakan MDR QRIS
sejalan dengan prinsip syariah karena termasuk akad ijarah atas jasa penyelenggaraan
sistem pembayaran dan tidak mengandung unsur riba maupun maisir. Namun,
implementasinya di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tersebut
secara optimal, ditandai dengan persepsi ketidakadilan dalam pembebanan biaya,
rendahnya pemahaman merchant atas mekanisme MDR akibat sosialisasi yang kurang
efektif, serta masih ditemukannya praktik pembebanan biaya MDR kepada konsumen.
Tantangan yang dihadapi UMKM bersifat multidimensional, mulai dari kendala teknis,
rendahnya literasi keuangan digital, ketimpangan posisi tawar dengan penyelenggara jasa
pembayaran, hingga lemahnya pengawasan regulasi. Penelitian ini merekomendasikan
penguatan transparansi informasi, edukasi bagi pelaku UMKM, dan pengawasan yang
lebih konsisten agar penerapan kebijakan MDR QRIS selaras dengan prinsip-prinsip
Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Prinsip Syariah, Merchant Discount Rate, UMKM, Hukum Ekonomi
Syariah
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ABSTRACT

Arini Nur Febriani (10222028), 2026, Implementation of Sharia Principles in the
ORIS Merchant Discount Rate (MDR) policy for MSME sales transactions in
Pekalongan Regency

Supervisor: Tarmidzi, M.S.1.

The development of digital payment systems in Indonesia is marked by the presence
of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), issued by Bank Indonesia to
promote transaction efficiency, including among Micro, Small, and Medium Enterprises
(MSMEs). The use of QRIS is inseparable from the Merchant Discount Rate (MDR)
policy, a service fee charged to merchants for each transaction. In practice, some MSME
operators in Pekalongan Regency have passed the MDR burden on to consumers,
contrary to Article 52 of Bank Indonesia Regulation Number 23/6/PBI/2021, while the
unilateral determination of MDR rates by Bank Indonesia raises questions of compliance
with sharia principles, particularly justice (al-’adalah), consent (al-ridha), and
transparency (al-shaffafiyyah). This study aims to analyze the compliance of the QRIS
MDR policy for MSMEs in Pekalongan Regency with these sharia principles and to
describe the challenges faced by MSME operators in its implementation.

This research is an empirical juridical study using a qualitative approach. Primary
data were obtained through semi-structured interviews and observation of ten MSME
informants who use QRIS in Pekalongan Regency, selected through purposive sampling,
while secondary data were drawn from Bank Indonesia regulations, DSN-MUI fatwas,
Islamic economic law literature, and prior studies. The data were analyzed using the
Miles and Huberman interactive model, comprising data collection, data reduction, data
display, and conclusion drawing, measured against three muamalah principles proposed
by M. Umer Chapra, namely justice (al-’adalah), consent (al-ridha), and transparency
(al-shaffafiyyah).

The findings show that, conceptually, the QRIS MDR policy is consistent with
sharia principles, as it constitutes an ijarah contract for payment-system services and
contains no elements of riba or maisir. However, its implementation in the field does not
vet fully reflect these principles, as indicated by perceptions of unfairness in fee
allocation, merchants’ limited understanding of the MDR mechanism due to ineffective
outreach, and continued instances of MDR fees being passed on to consumers. The
challenges faced by MSMEs are multidimensional, ranging from technical constraints
and low digital financial literacy to an imbalance of bargaining power with payment
service providers and weak regulatory oversight. This study recommends strengthening
information transparency, providing education for MSME operators, and enforcing more
consistent regulatory oversight so that the implementation of the QRIS MDR policy aligns
with the principles of Islamic Economic Law.

Keywords: Sharia Principles, QRIS, Merchant Discount Rate, MSMEs, Islamic
Economic Law
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BAB I
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019
mengenai Implementasi Standar Nasional Quick Code sebagai instrumen
transaksi dikeluarkan oleh Bank Indonesia bersama-sama dengan Anggota
Dewan Gubernur. Sebagai upaya untuk mendukung kelangsungan
kegiatan usaha yang berkontribusi terhadap pembangunan nasional, Bank
Indonesia telah mengembangkan Standar Nasional Kode QR untuk
pembayaran, yang dikenal sebagai QRIS, guna memfasilitasi transaksi di
wilayah Indonesia. Sejak diterbitkannya menjadi salah satu instrument
pembayaran non-tunai di Indonesia, Bank Indonesia tak gencar dalam
memperkenalkan QRIS kepada masyarakat agar diterima dan digunakan
sebagai alat pembayaran'. Hal tersebut juga terjadi pada pelaku usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penggunaan QRIS didasari melalui
Peraturan tersebut bahwa penggunakan QRIS melampirkan beragam
informasi diantaranya alamat Uniform Resurce Locator (URL), nomor
telepon, OR code selalu diposisikan pada produk untuk memberikan
informasi tambahan terhadap produk tersebut. Selain itu, Berbagai
keuntungan juga diatawarkan oleh QRIS, diantaranya efisiensi dan
kemudahan transaksi bagi pelaku usaha®. Akan tetapi, dibalik efisiensi dan
kemudahan bertransaksi yang ditawarkan tersebut, terdapat biaya yang
dikenakan kepada merchant atau pelaku usaha, yaitu adanya biaya MDR
(Merchant Discount Rate). Yang diartikan sebagai biaya penggunaan
layanan QRIS yang dibebankan oleh PJSP/PJP kepada merchant atau
pelaku usaha. Besaran MDR pada QRIS ini bervariasi tergantung pada
kategori merchant dan nilai transaksi yang diputuskan oleh Bank
Indonesia.

Sebagai contoh, untuk Usaha Mikro, biaya MDR ditetapkan sebesar
0% untuk transaksi di bawah Rp100.000 dan 0,3% untuk transaksi di atas
Rp100.000. Sementara itu, unruk Usaha Kecil, Menengah, dan Besar, tarif
MDR ditetapkan sebesar 0,7% , 0,6% untuk layanan Pendidikan, dan 0,4%

! Bank Indonesia, Laporan Tahunan 2020: Inovasi Sistem Pembayaran di Indonesia
(Jakarta: Bank Indonesia, 2021), [https://www.bi.go.id](https://www.bi.go.id).

2 OJK, "QRIS: Solusi Pembayaran Digital untuk UMKM",
[https://www.ojk.go.id](https://www.ojk.go.id).
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untuk SPBU, BLU, dan PSO.? Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan
insentif kepada pelaku UMKM agar mau beralih ke sistem pembayaran
digital, namun juga menimbulkan sejumlah tantangan yang perlu dihadapi
oleh pelaku usaha. yaitu berupa larangan pembebanan biaya layanan
melalui QRIS yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 52 Peraturan
Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021, yang menyebutkan bahwa
merchant dilarang untuk membebankan biaya apapun terkait QRIS kepada
komsumen®*. Namun, pada kenyataannya yang telah terjadi di lapangan
khususnya pada pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan, pelaksanaan
layanan tidak sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
23/6/PB1/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, yang dimana para
pelaku UMKM mengenakan biaya tambahan untuk transaksi QRIS.
Sehingga, timbul permasalahan yang melibatkan konsumen maupun
penjual (merchant). Dilihat dari sudut padang penjual atau merchant,
mereka merasa keuntungan yang dapat diperoleh menjadi berkurang
akibat MDR ini sehingga para merchant berpotensi memanfaatkan
perubahan peraturan ini sebagai alasan untuk meningkatkan harga produk
mereka, yang pada gilirannya menimbulkan efek domino dari penerapan
MDR QRIS. Akibatnya, beban yang seharusnya ditanggung oleh
merchant justru secara tidak langsung dialihkan kepada konsumen. Di
kabupaten pekalongan pelaku UMKM yang menggunakan transaksi
layanan Qris sebanyak. Berikut data umkm yang menngunakan QRIS
dalam bertransaksi di Kabupaten Pekalongan:
Tabel 1. 1 Data UMKM yang Menggunakan QRIS
di Kabupaten Pekalongan per Kecamatan

Jumlah UMKM yang | Jumlah UMKM yang
Kecamatan ,
Terdaftar QRIS Aktif QRIS
Wiradesa 80 70
Kesesi 90 75
Tirto 60 50
Buaran 55 45

3 Rahman, A., dan Hidayat, R. "Analisis Kebijakan MDR QRIS terhadap UMKM
di Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah 5, no. 2 (2021): 123-135

* Nurhasna Nugrahaini, “Praktik Pembebanan Merchant Discount Rate (MDR)
Kepada Konsumen Dalam Transaksi Qris Menurut Hukum Islam (Studi Kasus UMKM
Di Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)” (2024). hlm. 45-46




Kedungwuni 65 60
Doro 40 35
Karangdadap 50 40
Karanganyar 70 65
Kajen 100 90
Paninggaran 30 25
Lebakbarang 25 20
Talun 35 30
Wonopringgo 25 20

Sumber : Dinperindakop UKM Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa penggunaan QRIS telah
tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Pekalongan.
Tingginya jumlah UMKM yang menggunakan QRIS menunjukkan bahwa
sistem pembayaran digital telah menjadi bagian penting dalam aktivitas
perdagangan. Kondisi ini menyebabkan kebijakan MDR memiliki
dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi para pelaku UMKM
sehingga layak dikaji dari perspektif prinsip-prinsip syariah.’

Dalam ekonomi Islam, setiap aktivitas muamalah, termasuk transaksi
jual beli dengan sistem pembayaran digital seperti QRIS, harus
berlandaskan pada prinsip Syariah yang menekankan keadilan,
transparansi, dan kerelaan antar pihak. QRIS sebagai alat pembayaran
non-tunai pada dasarnya diperbolehkan dalam islam selama tidak
mengandung unsur riba, gharar, maisir, serta praktik kezaliman. Namun,
dalam implementasinya, penggunaan QRIS oleh pelaku UMKM tidak
terlepas dari keijakan Merchant Discount Rate (MDR) yang dikenakan
atas setiap transaksi. Kebijakan ini berpotensi menimbulkan persoalan
syariah apabila diterapkan tanpa memperhatikan prinsip keadlan dan
keseimbangan manfaat antara penyedia jasa dan pelaku usaha.

Di sisi lain, posisi UMKM yang relative lemah dibandingkan
lembaga keuangan atau penyedia layanan pembayaran digital
menimbulkan kekhawatiran adanya ketimpangan dalam praktik transaksi
tersebut. Kurangnya pemahaman sebagian UMKM terhadap mekanisme
dan implikasi MDR QRIS mendorong sebagian merchant mengalihkan

SDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dinperindakop UKM)

Kabupaten Pekalongan, Data UMKM Pengguna QRIS Kabupaten Pekalongan Tahun
2024 (Pekalongan: Dinperindakop UKM, 2024).



beban biaya kepada konsumen. Hal ini membawa implikasi hukum yang
berpotensi menimbulkan praktik penyesuaian harga barang untuk
menutupi biaya transaksi.®

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, setiap transaksi
muamalah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan (al-'adl),
kerelaan para pihak (an-taradin), transparansi, serta terhindar dari unsur
riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, pengenaan biaya Merchant
Discount Rate (MDR) perlu dikaji untuk memastikan bahwa mekanisme,
besaran biaya, dan pelaksanaannya tidak mengandung unsur yang
merugikan salah satu pthak maupun bertentangan dengan prinsip-prinsip
syariah. Biaya tambahan seperti MDR harus diperiksa untuk memastikan
bahwa mereka adil dan tidak memberatkan salah satu pihak dalam
perjanjian. Oleh karena itu, penerapan QRIS yang berkaitan dengan
Merchant Discount Rate (MDR) memerlukan evaluasi lebih lanjut.
Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terdapat unsur
pemaksaan, serta bahwa semua akad yang terjadi dalam transaksi
elektronik tetap sah menurut prinsip prinsip syariah.’

Penelitian mengenai QRIS selama ini umumnya lebith banyak
menitikberatkan pada aspek hukum positif, perlindungan konsumen,
maupun efektivitas sistem pembayaran digital. Sementara itu, kajian yang
secara khusus menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap
kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS dalam praktik transaksi
UMKM, khususnya di Kabupaten Pekalongan, masih relatif terbatas. Oleh
karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan analisis
mengenai kesesuaian implementasi kebijakan MDR QRIS dengan
prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah sekaligus memberikan
kontribusi bagi pengembangan sistem pembayaran digital yang adil,
transparan, dan selaras dengan nilai-nilai syariah.®

Permasalahan yang muncul dalam penerapan QRIS adalah adanya
pembebanan biaya MDR kepada merchant tanpa adanya kesepakatan

6 Nurhasna Nugrahaini, “Praktik Pembebanan Merchant Discount Rate (MDR)
Kepada Konsumen Dalam Transaksi QRIS Menurut Hukum Islam (Studi Kasus UMKM
di Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)” (Skripsi, 2024).

7 Jusmaliani et al., Bisnis Berbasis Syariah (jakarta, 2008).

8 Dita Dewi Anggraini, “Tinjauan Syariah dan Hukum Positif Terhadap Mekanisme
MDR Dalam Transaksi QRIS,” Journal of Islamic Business Law 140, no. 4 (2025): 103—
106
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eksplisit atau transparansi dalam penentuan besaran biaya tersebut.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam akad,
termasuk penerapan biaya yang tidak disepakati bersama.’ Serta untuk
menilai apakah praktik tersebut telah sesuai dengan nilai keadilan,
transparansi, dan perlindungan terhadap pelaku usaha.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, sehingga
perlu dikaji mengenai konsep Syariah yaitu tentang keadilan pada
kebijakan bank Indonesia Merchant Discount Rate (MDR) QRIS yang
dibebankan kepada pelaku UMKM, sehinga peneliti mengangkat judul
“PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEBIJAKAN
MERCHANT DISCOUNT RATE (MDR) QRIS PADA TRANSAKSI
JUAL BELI UMKM DI KABUPATEN PEKALONGAN .

B.Rumusan Masalah
1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan
Merchant Discount Rate (MDR) QRIS pada transaksi jual beli UMKM
di Kabupaten Pekalongan?
2. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM
terhadap penerapan kebijakan MDR QRIS?
C.Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan
Merchant Discount Rate (MDR) QRIS pada transaksi jual beli UMKM
di Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mendeskripsikan tantangan dan hambatan yang dihadapi pelaku
UMKM terhadap penerapan kebijakan MDR QRIS.
D.Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
Diharapkan mampu menyediakan wawasan yang lebih mendalam
mengenai dampak kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) terhadap
pelaku UMKM dalam penggunaan QRIS berdasarkan perspektif
Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan
dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas
kebijakan sistem pembayaran digital dalam perspektif syariah serta

? A. Rahman dan R. Hidayat, “Analisis Kebijakan MDR QRIS terhadap UMKM di
Indonesia,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah 5, no. 2 (2021): 123-135.



menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan teori terkait
penerapan prinsip-prinsip syariah pada transaksi digital.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak,

antara lain:

1) Bagi pelaku UMKM, hasil penelitian ini diharapkan dapat
menjadi bahan pertimbangan dan edukasi mengenai kedudukan
biaya Merchant Discount Rate (MDR) QRIS menurut prinsip-
prinsip syariah, sehingga pelaku UMKM dapat lebih memahami
hak dan kewajibannya dalam bertransaksi menggunakan QRIS
serta mengambil langkah yang sesuai dengan ketentuan syariah
dan regulasi yang berlaku.

2) Bagi konsumen, diharapkan dapat memberikan pemahaman
mengenai kedudukan biaya MDR QRIS dalam transaksi jual
beli, sehingga konsumen lebih memahami hak-haknya serta
konsekuensi dari pilihan metode pembayaran digital yang
digunakan.

3) Bagi pemangku kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat
menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan Merchant Discount
Rate (MDR) QRIS yang telah diterapkan, khususnya dalam
melihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah serta
implikasinya bagi pelaku UMKM dan konsumen di lapangan.

E.Kerangka Teori
1. Prinsip Prinsip Dalam Bermuamalah

Dalam hukum ekonomi islam, muamalah adalah segala bentuk
interaksi dan transaksi antar manusia dalam bidang ekonomi yang pada
dasarnya diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Oleh
karena itu, praktik transaksi menggunakan sistem pembayaran digital
seperti QRIS dalam kegiatan jual beli UMKM dapat dibenarkan secara
syariah sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan asas-asas
muamalah. Asas-asas ini menjadi landasan normatif untuk menilai
kesesuaian kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS dengan
prinsip-prinsip Syariah.
a. Prinsip Keadilan
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Prinsip keadilan yaitu adanya keseimbangan hak dan kewajiban
antara para pihak yang bertransaksi. Dalam konteks QRIS, asas
keadilan menuntut agar kebijakan MDR tidak memberatkan salah
satu pihak, khususnya pelaku UMKM, serta sebanding dengan
manfaat layanan pembayaran digital yang diberikan oleh penyedia
jasa. Setiap bentuk ketimpangan yang berpotensi merugikan salah
satu pihak dapat dikategorikan sebagai kezaliman yang bertentangan
dengan asas muamalah. '
b. Prinsip Kerelaan
Prinsip  yang menegaskan bahwa setiap transaksi harus
dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan.
Penerapan MDR QRIS harus disertai dengan persetujuan pelaku
UMKM vyang didasarkan pada pemahaman yang utuh mengenai
mekanisme dan besaran biaya yang dikenakan. Apabila pelaku
UMKM menerima kebijakan tersebut tanpa informasi yang
memadai, maka asas kerelaan dalam muamalah menjadi tidak
terpenuhi secara sempurna.'!
c. Prinsip Transparansi dan Kejelasan
Asas yang menekankan keharusan adanya kejelasan akad,
biaya, serta hak dan kewajiban para pihak. Dalam penggunaan QRIS,
transparansi mencakup kejelasan besaran MDR, waktu pemotongan,
serta pithak yang menetapkan kebijakan tersebut. Ketidakjelasan
informasi berpotensi menimbulkan unsur gharar yang dilarang dalam
hukum muamalah Islam.
d. Asas Tidak Mengandung Unsur Riba, Gharar, dan Maisir
Asas ini menegaskan bahwa setiap transaksi muamalah harus
terbebas dari tambahan yang bersifat riba, ketidakpastian yang
berlebihan, serta unsur spekulasi. MDR QRIS diposisikan sebagai
biaya jasa (ujrah) atas layanan sistem pembayaran, bukan riba,
selama ditetapkan secara jelas, proporsional, dan tidak menimbulkan
ketidakadilan bagi pelaku UMKM. 2

10 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mamalat (Hukum Perdata Islam)
(Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16

! Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya QS.An-Nisa: 29

12 Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu jilid IV (Damaskus: Dar
al-Fikr, 1989), hlm. 3313



e. Prinsip Kemaslahatan

Setiap aktivitas muamalah harus memberikan manfaat dan tidak
menimbulkan mudarat. Penggunaan QRIS diharapkan mampu
memberikan  kemudahan transaksi, meningkatkan efisiensi
pembayaran, serta mendorong perkembangan UMKM. Namun,
apabila kebijakan MDR justru menimbulkan kerugian yang lebih
besar disbandingkan manfaat yang diperoleh, maka perlu dilakukan
kajian ulang berdasarkan asas kemaslahatan dan tujuan syariah.'?

2. Prinsip Syariah

Dalam hukum Islam, setiap transaksi muamalah wajib didasarkan
pada akad yang sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang sah
harus memenuhi unsur ridha (kerelaan para pihak), kejelasan objek dan
konsekuensi (terhindar dari gharar), serta tidak mengandung unsur riba
dan kezaliman. Prinsip ridha menuntut adanya persetujuan yang
didasarkan pada pengetahuan dan transparansi. Oleh karena itu,
pemotongan biaya dalam suatu transaksi, termasuk Merchant Discount
Rate (MDR) pada sistem QRIS, harus diketahui dan disepakati secara
sadar oleh merchant sejak awal agar akad yang terbentuk tidak
bertentangan dengan ketentuan syariah.

Ditinjau dari prinsip keadilan (‘adalah), hubungan akad antara
UMKM sebagai merchant dan penyedia jasa QRIS secara syariah
menuntut keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Akad yang
digunakan baik ijarah (sewa jasa) maupun wakalah bil ujrah harus
memberikan ruang keadilan, di mana merchant mengetahui dan
memahami manfaat jasa yang diterima serta besaran ujrah yang
dibebankan. Ketika besaran MDR ditentukan secara sepihak dan tidak
dapat dinegosiasikan oleh UMKM, maka terjadi ketimpangan posisi
tawar yang berpotensi melahirkan unsur zalim. Kondisi ini bertolak
belakang dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah yang
mensyaratkan akad dilakukan secara transparan, sukarela, dan tidak
merugikan salah satu pihak secara berkelanjutan.'*

3. Merchant Discont Rate pada QRIS

13 Saleha Madjid, “Jurnal Hukum Ekonomi Syariah” 2, no. 1 (2018). Him. 18-19

4 Dita Dewi Anggraini, “Tinjauan Syariah Dan Hukum Positif Terhadap
Mekanisme MDR Dalam Transaksi QRIS,” Journal Of Islamic Bussiness Law 140, no. 4
(2025): 103-17.
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Sistem pembayaran berbasis kode QR yang diatur oleh Bank
Indonesia dikenal sebagai QRIS. Ketika konsumen melakukan
pembayaran melalui QRIS di toko atau layanan tertentu, merchant
dikenai biaya yang disebut Merchant Discount Rate (MDR).

MDR merupakan biaya jasa yang dikenakan kepada merchant oleh
Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dalam transaksi menggunakan
QRIS. Bank Indonesia (BI), sebagai regulator, tidak mengambil bagian
dari biaya Merchant Discount Rate (MDR) ini, dan biaya tersebut
sepenuhnya dialokasikan kepada industri terkait, yang mencakup
lembaga penerbit (issuer), lembaga penerima (acquirer), lembaga
switching, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan
Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN).

Biaya MDR ini ditanggung sepenuhnya oleh merchant dan tidak
boleh dibebankan kepada konsumen. Besarnya biaya MDR ditentukan
oleh Bank Indonesia berdasarkan kategori merchant dan nilai
transaksi.

F. Penelitian Relevan

Hal ini sangat diperlukan karena untuk memberikan penjelasan lebih
tentang apa yang akan diteliti. Selain itu, juga untuk membantu penelitian
yang pernah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang
relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Deva Vira Ariani, Setiyo Utomo,
dan Reza Pramasta Gegana yang berjudul “Implementasi Hukum Atas
Pembebanan Biaya Dalam Transaksi Quick Response Code Indonesia
Standard (QRIS)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal
yaitu sumber data primer dari wawancara dan data sekunder tersier dari
kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa meskipun
telah terdapat kebijakan yang mengatur, perlindungan hukum terhadap
konsumen dalam kasus pembebanan biaya tambahan di luar kesepakatan
pada transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard
(QRIS) belum sepenuhnya efektif, baik dari sisi preventif maupun
represif. Implementasi regulasi terkait biaya Merchant Discount Rate
(MDR) masih belum dijalankan secara optimal oleh otoritas yang

SBank Indonesia, “MDR QRIS Bagi Merchant: Kategorisasi Dan Simulasi,” ruang
media, 2023,  https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/mdr-
qris.aspx.
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berwenang dalam sistem pembayaran QRIS.!® Sehingga penelitian ini
memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti, dimana penelitian yang
akan dilakukan lebih memfokuskan pada penerapan prinsip-prinsip
syariah terkait penggunaan MDR QRIS pada pelaku usaha UMKM yang
telah membebankan biaya kepada konsumen.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Tia Afnani, Judul penelitian ini
adalah "Tinjauan Hukum Atas Penambahan Biaya Quick Response Code
Indonesia Standard (QRIS) Terhadap Konsumen Perspektif Peraturan
Bank Indonesia dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Merjosari
Kota Malang)". Metode yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif
dengan jenis penelitian yuridis sosiologis (socio-legal). Data primer
diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder bersumber dari
bahan pustaka terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan
Pasal 52 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang
Jasa Pembayaran, jelas bahwa pedagang tidak diperbolehkan
membebankan biaya tambahan, sekecil apapun, kepada konsumen.
Apabila pedagang membebankannya kepada konsumen, maka pedagang
tersebut telah melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PB1/2021
Tentang Jasa Pembayaran pada Pasal 52 Ayat 1.!7 Penelitian ini memiliki
kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu menganalisis Kebijakan
Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang jasa pembayaran. Namun,
penelitian ini memfokuskan pada penerapan prinsip-prinsip Syariah
terkait pembenaran biaya yang diberikan oleh pelaku UMKM kepada
konsumen, sehingga berbeda dari penelitian yang akan dilakukan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Isma Wardiana, yang berjudul
“Pengaruh Penerapan dan Pemanfaatan Merchant Discount Rate QRIS
(Quick Response Code Indonesian Standard) Terhadap kepuasan UMKM
di Kabupaten Rejang Lebong)”. Metode yang digunakan adalah metode
pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian Field Research (Lapangan)
dan data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini
adalah didapatkan bahwa variable penerapan dan pemanfaatan Merchant

16 Deva Vira Ariani, Setiyo Utomo, and Reza Pramasta Gegana, “Implementasi
Hukum Atas Pembebanan Biaya Dalam Transaksi Quick Response Code Indonesian
Standard ( QRIS )” 3, no. 4 (2025): 3442

17 Tia Afnani, “Tinjauan Hukum Atas Penambahan Biaya Quick Response Code
Indonesia Standard (Qris) Terhadap Konsumen Perspektif Peraturan Bank Indonesia Dan
Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Merjosari Kota Malang)” (2024). him.23-24
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Discount Rate QRIS berpengaruh dan signifikan terhadap kepuasan
UMKM. Secara gabungan dari masing-masing variable membuktikan
memberi pengaruh terhadap kepuasan UMKM!8, Sehingga penelitian ini
memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti, dimana penelitian peneliti
berfokus pada penerapan prinsip syariah dalam jual beli, khususnya dalam
kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) pada UMKM, dengan
menekankan pada kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip
syariah, bukan pada tingkat kepuasan UMKM.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Destianingsi, yang berjudul
“Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Quick Response
Indonesian Standard Dalam Transaksi Elektronik”. Metode yang
digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dengan
menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan
induktif. Hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat dua jenis mekanisme
transaksi QRIS: Push Payment dan Pull Payment, serta dua media yaitu
Statis dan Dinamis. Proses jual beli menggunakan QRIS mirip dengan
akad jual beli biasa, dimana satu pihak menyerahkan barang dan pihak
lainnya memberikan imbalan. Namun, ada masalah dengan penerapan
Merchant Discount Rate (MDR) yang ditetapkan sepihak oleh Bank
Indonesia tanpa kesepakatandari Merchant. Hal ini dianggap sebagai
pemaksaan (A4/-lkrah), sehingga akad tersebut dianggap tidak sah (fasid)
menurut ulama Hanafiyah!®. Dalam penelitian ini memiliki perbedaan
dengan penelitian peneliti, dimana penelitian yang akan dilakukan oleh
peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris serta memfokuskan
pada prinsip keadilan bagi konsumen.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Nurhasna Nugrahaini, yang berjudul
“Praktik Pembebanan Merchant Discount Rate (MDR) Kepada
Konsumen Dalam Transaksi”. Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan empiris, yaitu
pendekatan yang melakukan pengumpulan data langsung dari lapangan.
Hasil penelitian ini adalah penerapan merchant discount rate (MDR) dan

18 Isma Wardiana, “Pengaruh Penerapan Dan Pemanfaatan Merchant Discount Rate
QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Terhadap Kepasan UMKM Di
Kabupaten Rejang Lebong” (2024). hlm. 39

19 Destianingsi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Quick Response
Indonesian Standard Dalam Transaksi Elektronik™ (2021), hlm. 40
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analisis hukum Islam terhadap praktik pembebanan merchant discount

rate (MDR) kepada konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS di Desa
Sardonoharjo.?’ Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian
peneliti, dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan
pendekatan empiris sedangkan yang akan dilakukan jenis penelitian
yuridis empiris dan lebih memfokuskan pada analisis prinsip keadilan.
Penelitian ini dibatasi pada wilayah Kabupaten Pekalongan sebagai
lokasi penelitian. Fokus penelitian diarahkan pada pelaku Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berdomisili serta menjalankan
kegiatan usahanya di Kabupaten Pekalongan dan telah menggunakan
sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)
dalam transaksi jual beli. Pembatasan wilayah ini dilakukan agar
penelitian lebih terarah, fokus, dan mendalam dalam menganalisis
penerapan prinsip syariah, khususnya prinsip keadilan, terhadap kebijakan
Merchant Discount Rate (MDR) QRIS yang diterapkan pada UMKM di
Kabupaten Pekalongan. Dengan demikian, penelitian ini hanya membahas
penerapan prinsip-prinsip syariah dengan kebijakan Merchant Discount
Rate QRIS pada UMKM di Kabupaten Pekalongan, sehingga hasil
penelitian tidak dimaksudkan untuk disamaratakan pada wilayah atau
objek penelitian lain yang memiliki karakteristik berbeda.
G. Metode Penelitian
Berikut penjabaran mengenai metode yang nantinya akan dipakai
dalam penelitian ini, agar penelitian menghasilkan suatu keabsahan:
1. Jenis Penelitian
Studi ini menerapkan jenis penelitian yuridis empiris atau
penelitian lapangan, yaitu jenis penelitian hukum yang menggabungkan
antara teori hukum dan kenyaataan di lapangan.’! Penelitian ini
berfokus pada pengamatan langsung terhadap gejala, peristiwa, atau
fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga, atau negara, tanpa
bergantung pada pustaka. Ini juga bisa disebut sebagai penelitian

20 Nugrahaini, “Praktik Pembebanan Merchant Discount Rate (MDR) Kepada
Konsumen Dalam Transaksi Qris Menurut Hukum Islam (Studi Kasus UMKM Di Desa
Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta).”(2024), hlm.58-60

2l Mochammad Ilham dzikri, “Efektivitas Merchant Discount Rate Dalam
Transaksi Non Tunai Berbasis Quick Response Indonesian Standard (Qris) Di Kota
Malang (Studi Kasus Toko Madura Di Kota Malaang)” (2024), hlm. 67-69.
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sosiologis karena membahas aturan hukum yang diterapkan dan
peristiwa yang terjadi di masyarakat.??

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Pendekatan
kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk
mengkaji objek dengan memahami pengalaman yang dialami oleh
subjek penelitian melalui gambaran dalam wujud kalimat. Dalam
konteks sejarah, pendekatan ini dapat diterapkan untuk menganalisis
pergeseran dari sistem Bretton Woods yang berbasis emas ke sistem
uang kertas pada tahun 1971.%

Penelitian ini memadukan pendekatan empiris dengan analisis
normatif. Pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data
mengenai penerapan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS
pada transaksi jual beli UMKM di Kabupaten Pekalongan melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data empiris
tersebut dianalisis secara normatif dengan menggunakan prinsip-
prinsip Hukum Ekonomi Syariah, ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur QRIS dan Merchant Discount Rate (MDR),
Fatwa DSN-MUI, serta teori-teori hukum yang relevan. Melalui
pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik
yang terjadi di lapangan, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan
prinsip-prinsip syariah.?

3. Sumber Data Penelitian
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer merujuk pada data yang dikumpulkan
objektif tanpa intervensi pihak ketiga, serta diperoleh langsung dari
sumber utama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Oleh karena
itu, sumber data primer yang digunakan oleh peneliti dalam
penelitian ini adalah®® wawancara terhadap Pelaku UMKM di

22 Johan Bahder Nasution, “Metode Penelitian Ilmu Hukum,” 2008, 124.

23 Abdul Fattah Nasution, Metode Penelitian Kualitatif, ed. eyniar Albina
(Bandung: Harfa Creative, 2023), him. 52.

24 Johan Bahder Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (2008), him. 124.

25 Umi Mursidah, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar
Tradisional (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)”
(2017), hlm. 48.
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Kabupaten Pekalongan untuk memperoleh informasi terkait prinsip
keadilan yang diberikan dari kebijakan Bank Indonesia mengenai
Merchant Discount Rate QRIS.

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode
purposive sampling, yang merupakan metode pemilithan sampel
berdasarkan kriteria spesifik. Contohnya, individu yang dipilih
karena dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang hal yang
diharapkan, atau karena posisinya sebagai pemimpin yang
memfasilitasi eksplorasi objek atau situasi sosial yang diteliti oleh
peneliti,?® Peneliti akan menguraikan mengenai kriteria pelaku usaha
UMKM berdasarkan teknik Purposive Sampling adalah sebagai
berikut:

Tabel 1. 2
Kriteria UMKM
No. | Kriteria UMKM
1. | Beragama Islam

2. | Pelaku UMKM yang telah menjalankan usahanya minimal
1 tahun
3. | Menggunakan QRIS

4 | Berdomisili di Kabupaten Pekalongan

b. Sumber data sekunder
Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh secara tersirat
dengan sebuah penghubung atau dari penghubung lain. Data
sekunder yang didapatkan dalam penelitian ini adalah?’ melalui
kajian literatur atau publikasi ilmiah, meliputi artikel, buku,
peraturan peraturan Bank Indonesia, fatwa DSN MUI, skripsi, dan
sebagainya.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data menggnakan
hubungan tanpa perantara di lokasi penelitian atau keterlibatan aktif

26 Abdul Fattah Nasution, Metode Penelitian Kualitatif, ed. Eyniar Albina
(Bandung: Harfa Creative, 2023), hlm. 59.

27 Misbahul Ulum, “Penerapan Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam (Studi
Kasus Pada Situs,” (2020), hlm. 32-34.
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di lapangan. Karakteristik khususnya tidak terpatok pada subjek
manusia, melainkan juga meliputi sasaran alam lainnya. Metode ini
diterapkan dalam riset yang berhubungan melalui tingkah laku
manusia, proses operasional, manifestasi alam, serta ketika total
subjek yang diteliti relatif kecil.?® Teknik ini sangat efektif dalam
penelitian kualitatif dan eksploratif, di mana peneliti memerlukan
pemahaman komprehensif terhadap konteks penelitian. Dengan
demikian, observasi sangat berguna untuk mendapatkan data yang
autentik dan komprehensif mengenai suatu fenomena atau perilaku,*
Observasi ini akan dilakukan pada pelaku UMKM di kabupaten
Pekalongan terkait kebijakan bank Indonesia.
b. Wawancara
Wawancara merupakan proses pengambilan data yang
diwujudkan dengan langsung oleh dua pihak yang bertujuan saling
tukar informasi. Maka, dapat membentuk pemahaman yang
menyangkut pada persoalan yang akan diteliti,*® Teknik ini
diterapkan dengan tujuan memungkinkan peneliti untuk
menyampaikan pertanyaan secara tatap muka kepada informan.
Melalui penerapan metode wawancara, informan dapat
mengkomunikasikan  informasi secara  langsung,  yang
memungkinkan peneliti memperoleh respons yang lebih mendalam
terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut.’!
penelitian ini, wawancara akan dilakukan secara semi terstruktur
kepada pelaku UMKM pengguna QRIS di Kabupaten Pekalongan.
Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai
pemahaman pelaku usaha terhadap kebijakan Merchant Discount
Rate (MDR) QRIS, pelaksanaan transaksi menggunakan QRIS,
kesesuaian kebijakan MDR QRIS dengan prinsip-prinsip syariah,
serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapannya.

Dalam

28 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, ed. Sutopo
(Alfabeta, cv, 2023), hlm. 224-225.

29 Zainuddin Iba and Aditya Wardhana, “Teknik Pengmpulan Data : Observasi,” 3,
no. 1 (2023), him. 40-41.

30 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, ed. Sutopo
(Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 296.

3! Yusra Zhahara, Rufran Zulkarnain, and Sofino, “Journal Of Lifelong Learning”
4,no. 1 (2021), him. 35-42.
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Data hasil wawancara menjadi sumber data primer yang digunakan
untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
c. Dokumentasi
Dokumentasi ialah teknik pengambilan data yang diwujudkan
menggunakan persoalan terhadap berbagai sumber tertulis, arsip,
maupun dokumen yang berkaitan dengan gejala yang diteliti. Melalui
kajian dokumentasi, peneliti dapat memperoleh wawasan yang
mendalam mengenai kondisi historis, kebijakan, peristiwa, serta
dinamika pertumbuhan yang berkaitan dengan gejala tersebut.’
Dalam penelitian ini, dokumentasi meliputi foto kode QRIS yang
digunakan oleh pelaku UMKM, hasil wawancara, dan dokumen lain
yang berkaitan dengan penggunaan QRIS. Dokumentasi digunakan
untuk memperkuat data yang diperoleh melalui observasi dan
wawancara sehingga meningkatkan validitas hasil penelitian.
5. Teknik Analisis Data
Teknik ini dengan mengadopsi model Miles dan Huberman, yang
menegaskan bahwa proses analisis data kualitatif dilaksanakan secara
timbal balik dan berkesinambungan sampai titik kelengkapan, sehingga
data mencapai tingkat saturasi. Berikut ini adalah 4 model analisis data
sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman:
a. Pengumpulan Data
Tindakan pokok dalam setiap penelitian adalah pengumpulan
data. Pada penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan
melalui metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. Data yang
diperoleh pada tahap ini masih bersifat mentah dan belum mengalami
pengolahan, sehingga menghasilkan variasi yang beragam. Tujuan
utamanya adalah untuk memperoleh uraian yang lengkap serta
terperinci terhadap gejala yang akan diteliti, baik dalam konteks
situasi sosial maupun objek kajian, dengan cara mencatat seluruh
pengamatan dan informasi yang dikumpulkan.
b. Reduksi Data
Reduksi data mengacu pada proses merangkum, memilih, dan
menentukan elemen-elemen pokok, dengan penekanan pada aspek-

32 Nahruddin, “Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual
Beli Nener Ikan Bandengan Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus Kel. Lanrisang, Kec.
Lanrisang, Kab. Pinrang)” (2024), hlm. 52.
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aspek penting yang dicari serta pola-pola yang mendasarinya,
melalui pengurangan data menjadi lebih terfokus. Selanjutnya, data
yang sudah melalui proses penentuan akan menyajikan uraian yang
lebih terstruktur dan jelas, sehingga memudahkan peneliti dalam
melaksanakan pengumpulan data pada tahap berikutnya serta
menelusurinya kembali apabila diperlukan.’® Dalam penelitian ini,
data yang direduksi difokuskan pada informasi yang berkaitan
dengan kebijakan MDR QRIS, kesesuaiannya dengan prinsip-
prinsip syariah, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi pelaku
UMKM dalam penggunaannya.

c. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian
data, yang merupakan upaya sistematis untuk menyusun informasi
guna mengilustrasikan kesimpulan dan memfasilitasi pengumpulan
tindakan. Penyajian data bertujuan untuk mengembangkan wawasan
kepada informasi yang disajikan.>* Dalam penelitian ini, data
disajikan dalam bentuk wuraian deskriptif, tabel analisis, dan
ringkasan hasil wawancara yang dilakukan secara sistematis agar
memudahkan peneliti dalam memahami temuan penelitian dan
melakukan analisis terhadap kesesuaian kebijakan MDR QRIS
dengan prinsip-prinsip syariah.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diproduksi pada tahap ini bersifat sementara
dan dapat mengalami revisi apabila tidak diperoleh bukti-bukti kuat
yang menunjang pada fase agresasi data berikutnya. Akan tetapi,
kalau kesimpulan awal tersebut diperkuat oleh bukti yang sah,
sehingga kesimpulan tersebut dapat dianggap sebagai kesimpulan
yang kredibel.¥ Dalam penelitian ini, kesimpulan disusun untuk
untuk menjawab rumusan masalah mengenai kesesuaian kebijakan
MDR QRIS dengan prinsip-prinsip syariah serta tantangan dan
hambatan yang dihadapi pelaku UMKM dalam penerapannya.

33 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, ed. Sutopo
(Bandung: Alfabeta, 2023), hm. 338.

34 Syalsa Riski Maulina and Fitri Jannah, “Penyajian Data” 3, no. 1 (2025), him.
59-68.

35 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, ed. Sutopo
(Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 338-339.
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Selanjutnya, hasil analisis empiris tersebut dianalisis secara

normatif dengan menggunakan metode analisis preskriptif. Analisis
preskriptif dilakukan dengan mengkaji fakta-fakta yang ditemukan
di lapangan berdasarkan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah,
meliputi prinsip keadilan (al-'adl), kerelaan para pihak (an-taradin),
transparansi, kemaslahatan, serta ketentuan mengenai larangan riba,
gharar, dan maysir. Selain itu, analisis juga mengacu pada Fatwa
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI),
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan QRIS dan
Merchant Discount Rate (MDR). Melalui analisis tersebut, penelitian
ini tidak hanya mendeskripsikan praktik yang terjadi, tetapi juga
memberikan penilaian mengenai kesesuaian implementasi kebijakan
MDR QRIS dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.3°

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian merupakan rangkaian utama dalam suatu
penelitian yang akan dikaji. Secara umum sistematika penelitian ini
terdapat lima bab, hal tersebut bertujuan supaya dalam penelitian ini
terarah dan saling berkesinambungan dari bab awal sampai akhir.
Berikut rangkaian sistematika penelitian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini membahas mengenai latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metode penelitian, serta
sistematika penulisan proposal skripsi ini.

BAB II KAJIAN TEORI PRINSIP SYARIAH DAN
KONSEP MDR QRIS, Bab ini berisi teori-teori sebagai landasan dan
pedoman untuk menjawab hasil penelitian. Dalam bab ini akan dikaji
prinsip-prinsip syariah dalam muamalah yang mencakup asas
keadilan, asas kerelaan, asas transparansi, asas kemaslahatan dan
konsep riba, gharar, dan maisir, serta konsep Merchant Discount Rate
(MDR) QRIS pada UMKM

BAB 111 GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN QRIS BAGI
UMKM DI KABUPATEN PEKALONGAN, Bab ini memuat

3¢ Johan Bahder Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum (Bandung: Mandar
Maju, 2008), hlm. 124.
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gambaran umum tentang kebijakan QRIS di Kabupaten Pekalongan,
profil pelaku UMKM, bentuk penerapan MDR yang berlaku di
lapangan, serta hasil awal studi lapangan untuk memahami tantangan
dan persepsi UMKM terhadap kebijakan MDR QRIS.

BAB IV ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH
PADA KEBIJAKAN MDR QRIS DAN TANTANGANNYA BAGI
UMKM, Bab ini membahas analisis atas data yang diperoleh selama
penelitian, mengkaji sejauh mana kebijakan MDR QRIS sejalan
dengan prinsip-prinsip syariah, serta menguraikan tantangan dan
problematika yang dihadapi UMKM di Kabupaten Pekalongan dalam
penerapan kebijakan tersebut.

BAB V PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan dari hasil
penelitian serta saran dan rekomendasi yang diberikan untuk
mendorong penerapan prinsip syariah dalam kebijakan MDR QRIS
dan mendukung kesejahteraan pelaku UMKM.



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap prinsip-prinsip Hukum

Ekonomi Syariah, dapat disimpulkan bahwa:

1.

Penerapan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) pada
transaksi QRIS di Kabupaten Pekalongan pada dasarnya telah
memiliki landasan yang sejalan dengan nilai-nilai syariah.
Kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) pada transaksi QRIS
pada dasarnya merupakan bentuk akad ijarah, yaitu pemberian
imbalan (ujrah) atas jasa penyelenggaraan sistem pembayaran
digital yang diberikan oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran kepada
merchant. Layanan sistem pembayaran digital ini tidak mengandung
unsur riba maupun maisir. Namun demikian, implementasinya di
lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip syariah
secara optimal. Hal tersebut terlihat dari belum terwujudnya
keseimbangan dalam pembebanan biaya yang memunculkan
persepsi kurang adil di kalangan pelaku UMKM, belum optimalnya
pemahaman merchant terhadap mekanisme MDR sebagai akibat
penyampaian informasi yang kurang efektif, serta masih
ditemukannya praktik pembebanan biaya kepada konsumen yang
bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia. Di sisi lain,
kebijakan MDR QRIS tetap memberikan kemaslahatan yang cukup
besar dalam mendukung efisiensi transaksi, keamanan pembayaran,
dan perluasan inklusi keuangan. Dengan demikian, persoalan utama
yang ditemukan dalam penelitian ini tidak terletak pada substansi
kebijakan MDR QRIS itu sendiri, melainkan pada implementasi dan
pelaksanaannya yang masih memerlukan penguatan melalui
peningkatan transparansi informasi, edukasi kepada pelaku UMKM,
serta pengawasan yang lebih efektif agar tujuan kebijakan dapat
diwujudkan secara selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi
Syariah.

2. Penerapan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) pada

transaksi QRIS di kalangan pelaku UMKM di Kabupaten
Pekalongan masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat
multidimensional. Tantangan tersebut tidak hanya berupa kendala
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teknis operasional, seperti gangguan sistem dan keterlambatan

pencairan dana, tetapi juga mencakup rendahnya literasi keuangan
digital, minimnya sosialisasi mengenai ketentuan MDR,
ketimpangan posisi tawar antara pelaku UMKM dengan
penyelenggara jasa pembayaran, serta belum optimalnya penegakan
regulasi oleh otoritas yang berwenang. Berbagai tantangan tersebut
saling berkaitan dan berdampak terhadap munculnya praktik-
praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, seperti
pembebanan biaya MDR kepada konsumen, yang pada akhirnya
berpotensi mengurangi perlindungan hukum bagi konsumen
maupun pelaku UMKM.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tantangan-
tantangan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama
implementasi  MDR QRIS bukan terletak pada substansi
kebijakannya, melainkan pada aspek pelaksanaannya. Gangguan
teknis dan keterlambatan pencairan dana berimplikasi terhadap
belum optimalnya pemenuhan prinsip kemaslahatan, sementara
rendahnya literasi dan minimnya penyampaian informasi
memengaruhi terpenuhinya prinsip transparansi dan kerelaan. Di
sisi lain, ketimpangan posisi tawar serta lemahnya penegakan
regulasi menunjukkan belum terwujudnya prinsip keadilan secara
optimal dalam hubungan antara regulator, penyelenggara jasa
pembayaran, pelaku UMKM, dan konsumen. Oleh karena itu,
keberhasilan implementasi kebijakan MDR QRIS tidak cukup
hanya ditentukan oleh kualitas regulasi yang dibentuk, tetapi juga
memerlukan penguatan edukasi kepada pelaku UMKM,
peningkatan kualitas layanan penyelenggara jasa pembayaran, serta
penegakan regulasi yang lebih konsisten agar tujuan digitalisasi
sistem pembayaran dapat berjalan seiring dengan terwujudnya
nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran
1. Bagi Bank Indonesia dan Penyelenggara Jasa Pembayaran
(PJP)
Bank Indonesia bersama Penyelenggara Jasa Pembayaran perlu
meningkatkan kualitas implementasi kebijakan Merchant Discount
Rate (MDR) QRIS melalui penyampaian informasi yang lebih aktif
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dan mudah dipahami oleh merchant pada saat pendaftaran maupun

selama penggunaan layanan. Informasi mengenai besaran MDR,
mekanisme pemotongan, serta larangan membebankan biaya MDR
kepada konsumen perlu dijelaskan secara langsung, tidak hanya
dicantumkan dalam syarat dan ketentuan penggunaan. Selain itu,
pengawasan terhadap kepatuhan merchant terhadap ketentuan Pasal
52 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 perlu
dilakukan secara lebih konsisten agar tercipta perlindungan hukum
yang seimbang bagi seluruh pihak.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan
Pemerintah Daerah, khususnya melalui Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, dan UKM, perlu meningkatkan program
sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM mengenai
penggunaan QRIS dan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR).
Kegiatan edukasi tidak hanya berfokus pada cara penggunaan
QRIS, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai hak dan
kewajiban merchant, ketentuan hukum yang berlaku, serta prinsip-
prinsip transaksi yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah
sehingga pelaku UMKM dapat menerapkan sistem pembayaran
digital secara lebih tepat.

3. Bagi Pelaku UMKM
Pelaku UMKM diharapkan lebih proaktif dalam memahami syarat
dan ketentuan penggunaan QRIS sebelum menggunakan layanan
pembayaran digital, termasuk mengenai besaran MDR dan
mekanisme pemotongan biaya transaksi. Apabila menghadapi
perubahan kebijakan atau informasi yang belum dipahami,
merchant hendaknya melakukan tabayyun kepada penyelenggara
jasa pembayaran agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam
pelaksanaan transaksi. Selain itu, pelaku UMKM perlu mematuhi
ketentuan Bank Indonesia dengan tidak membebankan biaya MDR
secara langsung kepada konsumen serta menjadikan biaya tersebut
sebagai bagian dari pengelolaan biaya usaha.

4. Bagi Konsumen
Konsumen diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai hak-
haknya dalam transaksi pembayaran menggunakan QRIS,
khususnya bahwa penggunaan QRIS pada prinsipnya tidak
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dikenakan biaya tambahan kepada konsumen sebagaimana diatur
dalam ketentuan Bank Indonesia. Pemahaman tersebut penting agar
konsumen dapat bertransaksi secara lebih bijaksana sekaligus
mendorong terciptanya praktik pembayaran digital yang adil,
transparan, dan memberikan perlindungan bagi seluruh pihak.

S. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada sepuluh pelaku UMKM di
Kabupaten Pekalongan dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena
itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah
penelitian, menambah jumlah informan, serta melibatkan pihak lain
sepertti Bank Indonesia, Penyelenggara Jasa Pembayaran, dan
konsumen agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif
mengenai implementasi kebijakan Merchant Discount Rate (MDR)
QRIS. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji
efektivitas pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran
ketentuan MDR serta mengevaluasi dampaknya terhadap
perlindungan hukum bagi merchant dan konsumen.
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